PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 03 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Menimbang : a.
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

bahwa dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, -
ketertiban dan kemanfaatan sesuai Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dipandang perlu
dilakukan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan dan
pengemis agar mereka dapat menjadi warga Kota Bandar Lampung
yang bermartabat;

bahwa mengingat keberadaan anak jalanan, gelandangan dan
pengemis merupakan fenomena sosial yang . keberadaannya
membahayakan diri sendiri dan/ atau orang lain serta ketertiban umum
serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak

" kekerasan;

bahwa anak jalanan, gelandangan dan pengemis merupakan warga
yang memiliki hak dan kewajiban yang sama serta perhatian yang
sama sehingga perlu dilakukan penanggulangan secara komprehensif,
terpadu, terarah dan berkesinambungan dengan melibatkan berbagai

- unsur baik pemerintah maupun non pemerintah agar mendapatkan

penghidupan dan kehidupan yang layak;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di dalam
huruf a, b dan ¢ di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang’
- Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 1956 Nomor §5), Undang — Undang Darurat Nomor
5'Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 56), Undang — Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57),
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam
Lingkungan Daerah Tingkat Il Sumatera Selatan, sebagai Undang —
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
Undang - Undangz Nomer 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Kesgjahieraan Sosizl (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 33, Tambzhan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3039);
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all,

Undang — Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3141);

'Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang — Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);

Undang — Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara . Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

Undang — Undang Nomor 13 Tahun-2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729);

Undang — Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
sebagaimana telah diubah dengan Undang — Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang — Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tehun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia No'mor 4344);

‘Undang — Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 4720);

Undang - Undang' Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kescjaﬁteraan_
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan
Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3177);




14,

13

16.

{

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang — Telukbetung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213),

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama
Kotamadaya Daerah Tingkat II Tanjungkarang — Telukbetung menjadi
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3254);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha
Kesejahteraan Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1983
tentang Koordinasi- Usaha Kesejahteraan Sosial ‘Gelandangan dan
Pengemis;

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan
Konvensi tentang Hak-hak Anak (Convention on The Right of Child);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 ientang Rencana Aksi

- Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersil Anak;
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24,

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi
Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;

. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tatd” Kerja Dinas Daerah Kota Bandar
Lampung sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Bander Lampung Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar
Lampung;

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang percepatan
Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.
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